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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 59

Tahun  2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan  Keuangan

Daerah pasal 83 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun

rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan PPAS

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri setiap tahun.

Pasal 86 Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS

disusun dengan tahapan a) menentukan skala prioritas

pembangunan daerah b) menentukan prioritas program  untuk

masing-masing  urusan  yang  disinkronisasikan dengan  prioritas

dan  program  nasional  yang tercantum  dalam Rencana Kerja

Pemerintah setiap tahun dan c) menyusun plafon anggaran

sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA),

penyusunan  PPAS Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2019 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan

penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2019 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan

perencanaan kebijakan keuangan dan  perkiraan kemampuan

keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas
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dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen

kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD)

Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan batas maksimal

anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Tahapan penyusunan PPAS sebagaimana diuraikan di atas,

dokumen PPAS Provinsi Sumatera Utara berisikan rancangan

program  prioritas  dan patokan  batas maksimal  anggaran yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program

sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – Perangkat

Daerah). Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas

program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-

masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan

plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan,

organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak

langsung dan belanja langsung.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 menggunakan pendekatan

money follow programme dengan kriteria :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-

sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di

dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur

sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat;

3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah

untuk melaksanakannya;

5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun

waktu satu tahun.
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1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun

2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
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19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019;
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BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD sebagaimana pasal 22 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak

daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua

transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk

memanfaatkan surplus.

Selanjutnya target-target pendapatan dan penerimaan

pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat

pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

TA.2019
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BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja

daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban dalam satu

tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh

daerah. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan

beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti

Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja;

2. Sinkronisasi prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2019

terhadap prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi dan

misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023;

3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif

daerah;

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi

program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling

tinggi perannya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran

pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu

program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan

program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumenperencanaan

yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis

dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (bottom-up) serta

atas bawah (top-down).
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Dalam substansi Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2019 ini, salah satu pedoman yang digunakan adalah Permendagri

Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana pada

Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tersebut pada penjelasan

Teknis Penyusunan APBD point nomor 2 (dua) dinyatakan bahwa

“Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah

dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019

yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD,

program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang

ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program

Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai

organisasi perangkat daerah”.

Sejalan dengan hal di atas, penyusunan PPAS tahun 2019 telah

dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan daerah yang

telah tertuang Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun

2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terhadap visi

dan misi Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2018-2023 yang

menekankan kepada 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan

lapangan pekerjaan;

2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan priwisata.
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Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30

Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019perlu

dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Gubernur

Sumatera Utara Periode 2018-2023 sebagaimana terlihat pada gambar

dibawah ini :

Gambar 3.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Antara
RKPD Tahun 2019 terhadapPrioritas
Pembangunan Tahun 2019 Gubernur
Sumatera Utara Periode 2018-2023
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BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan

ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan

realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan

visi dan misi serta prioritas daerah ProvinsiSumatera Utara Tahun

2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah dibedakan menjadi dua

bidang urusan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan

Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan

pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni; urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
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Penyelenggaraan pemerintahan di ProvinsiSumatera Utara

di aturdengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non

pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi

unggulan daerah.Klasifikasi belanja langsung menurut urusan

pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan

pilihan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
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Adapun realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran

2017 adalah sebesar Rp.12.234.837.881.539,10 atau 98,53 persen

dari target sebesar Rp.12.417.425.444.814,00 dan belanja daerah

direalisasikan sebesar Rp.12.518.868.105.165,00 atau 92,98

persen dari yang direncanakan sebesar Rp.13.464.364.719.275,00

Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar

Rp.1.167.706.526.836,12 atau 100,03 persen dari target sebesar

Rp.1.167.349.054.461,00 serta pengeluaran pembiayaan

direalisasikan sebesar Rp.42.179.780.000,00 atau 35,03 persen

dari yang direncanakan sebesar Rp.120.409.780.000,00.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/
Kegiatan
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh

Perangkat Daerah, merupakan program prioritas baik secara

langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program

pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan

daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar

hak-hak normatif masyarakat, namun demikian untuk beberapa

Perangkat Daerah tertentu harus mengacu pada Standar

Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah

dituangkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan

urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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Program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki

indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

(anggaran), kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki serta

ketersediaan waktu. Program dan kegiatan dari setiap Urusan

Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran

belanja langsung oleh Perangkat Daerah, meliputi juga program

dan kegiatan penunjang (program pada setiap Perangkat Daerah)

yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.

Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan

urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh

masing-masing Perangkat Daerahdapat dilihat pada lampiran tabel

4.2. PPAS ini.

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga
Sesuai  dengan  proyeksi  kemampuan  keuangan  daerah,

ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  kebijakan

yang telah disepakati dalam  KUA Tahun Anggaran 2019,  maka

plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja hibah,

belanja  bagi  hasil,   bantuan  keuangan  dan  belanja tidak

terduga, yang dikelola Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) diformulasikan dalam tabel berikut.
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Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,

Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil,
BantuanKeuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2019
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BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang merupakan

transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang

disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan

pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan

kesepakatan pada KUA Tahun 2019 maka target penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran daerah direncanakan berdasarkan

pos penganggarannya masing-masing, dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan pembiayaan

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) 500.000.000.000,00

Jumlah  penerimaan pembiayaan 500.000.000.000,00
2 Pengeluaran pembiayaan

2.3 Pembayaran pokok utang 283.844.753.000,00
Jumlah  pengeluaran pembiayaan 283.844.753.000,00

Pembiayaan netto 216.155.247.000,00




